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VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI KPU 

 

NAMA/ UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM  

1. VISI KPU : Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri, Profesional, Dan 

Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu Yang Luber Dan Jurdil 

2. MISI KPU 1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Yang Efektif Dan Efisien, 

Transparan, Akuntabel, Serta Aksesibel; 

  2 Meningkatkan Integritas, Kemandirian, Kompetensi Sebagai Upaya Menciptakan 

Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Dengan Mengukuhkan Code Of Conduct 

Penyelenggara Pemilu; 

  3 Menyusun Regulasi Di Bidang Pemilu Yang Memberikan Kepastian Hukum, Progesif, 

Dan Partisipatif; 

  4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu Khususnya Untuk Seluruh Pemangku 

Kepentingan Dan Umumnya Untuk Seluruh Masyarakat; 

  5 Meningkatkan Partisipasi Dan Kualitas Pemilih Dalam Pemilu; Melalui Sosialisasi Dan 

Pendidikan 

  6 Mengoptimalkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan 

Pemilu. 

3. TUJUAN KPU 1 Terwujudnya  Lembaga  KPU  Yang  Memiliki  Integritas,  Kompetensi,  Kredibilitas,  

Dan Kapabilitas Dalam Menyelenggarakan Pemilu; 

  2 Terselenggaranya  Pemilu  Sesuai  Dengan  Peraturan  Perundangan  Yang  Berlaku  

Yang Efektif Dan Efisien, Transparan, Akuntabel, Dan Aksesabel; Dan 

  3 Meningkatnya   Kesadaran   Masyarakat   Dan   Partisipasi   Politik   Dalam   

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia. 

4 NILAI-NILAI KPU  Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian Hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; 

Professional; Akuntabel; Efektif; Efisien Dan Aksesibel 
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TUGAS DAN FUNGSI  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

 

NAMA/ UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

1 TUGAS 1 Membantu Penyusunan Program Dan Anggaran Pemilu; 

  2 Memberikan Dukungan Teknis Administratif; 

  3 Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pemilu; 

  4 Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah Provinsi; 

  5 Membantu Perumusan Dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 

  6 Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 

  7 Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pertanggungjawaban 

KPU Kabupaten/Kota; Dan 

  8 Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

Undangan. 

2 FUNGSI 1 Membantu Penyusunan Program Dan Anggaran Pemilu Di Kabupaten/Kota; 

  2 Memberikan Pelayanan Teknis Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten/Kota; 

  3 Memberikan Pelayanan Administrasi Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, 

Anggaran, Dan Perlengkapan Pemilu Di Kabupaten/Kota; 

  4 Membantu Perumusan Dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 

  5 Membantu Perumusan, Penyusunan Dan Memberikan Bantuan Hukum Serta 

Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Kabupaten/Kota; 
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NAMA/ UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

  6 Membantu Pelayanan Pemberian Informasi Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten/Kota; 

  7 Membantu Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu Di Kabupaten/Kota; 

  8 Membantu Pengelolaan Logistik Dan Distribusi Barang/Jasa Keperluan Pemilu Di 

Kabupaten/Kota; 

  9 Membantu Penyusunan Kerjasama Antar Lembaga Di Kabupaten/Kota; Dan 

  10 Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pertanggungjawaban 

KPU Kabupaten/Kota. 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

 

Nama /Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

Tahun Anggaran : 2020 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN SUMBER DATA 

1. Meningkatnya 

Penyelenggaraan Pemilu/ 

Pemilihan Yang Demokratis 

Persentase KPU Kabupaten Lombok 

Timur Dalam Menyelenggarakan 

Pemilu/ Pemilihan Sesuai Dengan 

Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku 

KPU Kabupaten Lombok Timur Melaksanakan 

Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah 

ditentukan dalam dokumen Tahapan Program 

dan jadwal Pemilu 2019 yakni PKPU 32 Tahun 

2018 

Dokumen Tahapan Program Dan 

Jadwal Pemilu/Pemilihan: 

 Naskah NPHD 

 Tahapan Kegiatan 

pemilu/Pemilihan 

 Penyusunan anggaran 

 Penyusunan keputusan 

 Pemutakhiran data 

 Pencalonan 

 Kampanye 

  Persentase Partisipasi Pemilih Dalam 

Pemilu/Pemilihan 

Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya 

dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar 

 Daftar Pemilih Tetap 

 Surat Suara 

 Sertifikat Rekapitulasi 

  Persentase Partisipasi Pemilih 

Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan 

Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih 

Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan 
dalam Pemungutan Suara Susulan Pemilihan 

Tahun 2019 di 20 Kecamatan 

 Daftar Pemilih Tetap 

 Surat Suara 

 Sertifikat Rekapitulasi 

  Persentase Partisipasi Pemilih Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih 

Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas 

 Daftar Pemilih Tetap 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN SUMBER DATA 

Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan dalam Pemungutan Suara Susulan Pemilihan 
Tahun 2019 di 20 Kecamatan 

 Surat Suara 

 Sertifikat Rekapitulasi 

  Persentase Pemilih Yang Terdaftar 

Dalam DPT Yang Menggunakan Hak 

Pilihnya 

Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya 

dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar, 

Pemilih yang datang pada hari H tetapi tidak 

ada dalam DPT(DPTb)/DPT 

 Daftar Hadir Pemilih 

 Daftar Pemilih Tetap 

 Daftar Pemilih Tetap 

Tambahan (DPTb) 

 Surat Suara 

 Sertifikat Rekapitulasi 

2. Terlaksananya Pemilu/ 

Pemilihan Yang Aman, Damai, 

Jujur Dan Adil 

Persentase KPU Kabupaten Lombok 

Timur Dalam Melaksanakan Pemilu/ 

Pemilihan Tanpa Konflik 

 Tidak terjadinya Penundaan Pemungutan 

Suara Pemilihan Tahun 2019 akibat 

terhambatnya Tahapan Penyediaan 

Logistik, Penyediaan Anggaran sampai 

dengan Kampanye berdasarkan PKPU 

Nomor 32 Tahun 2018 

 Laporan Kepolisian 

 Laporan Bawaslu 

 Terlaksananya Pengamanan 

disetiap Tahapan Pemilihan 

 Tidak terjadi pengrusakan 

penghilangan dan 

penguasaan terhadap asset 

Negara akibat kerusuhan 

massa 

 Total TPS tanpa ada 

gangguan saat Pemilu 

  Persentase Penyelenggara Pemilu/ 

Pemilihan Yang Terbukti Melakukan 

Pelanggaran Pemilu/Pemilihan 

5 orang KPU Kabupaten dan 17 PNS yang 

melakukan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu/ pemilihan sesuai 

rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2020  

Diputuskan oleh : Panwaslu, Bawaslu provinsi, 

Jumlah orang yang melakukan 

pelanggaran kode etik 

dibandingkan dengan 3% (2.313 

orang) yakni : 

 5 Orang KPU Kabupaten 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN SUMBER DATA 

DKPP, Polisi 

Penyelenggara Pemilu : PPK, PPS, KPPS 

Menghitung realisasi: 

Jumlah penyelenggara pemilu yang 

melanggar/total penyelenggara 

Menghitung capaian: 

((2xtarget-realisasi)/target)x100 

 17 Orang PNS 

 20 Orang PPK 

 26.873 KPPS 

  Persentase Sengketa Hukum Yang 

Dimenangkan KPU 

 Total perkara PHPU/PHP di MK atas hasil 

Pemilihan Umum atau dalam hal terjadi 

perkara PHPU/PHP sidang majelis hakim 

MK memberikan putusan yang 

memenangkan termohon 

 Membandingkan seluruh putusan sengketa 

dengan putusan sengketa yang 

dimenangkan 

Jenis Sengketa : 

 sengketa antar peserta pemilu dan 

dengan penyelenggara pemilu 

 sengketa tata usaha negara 

 sengketa perselisihan hasil Pemilu 

 Laporan Bawaslu/Panwaslu 

 Laporan Perkara Keberatan 

Dalam Pemilu 

 PHPU 

 Laporan Ke TUN 

 Laporan Ke MA 

 Laporan Ke DKPP 

 Laporan Ke Mahkamah 

Konstitusi 

 

3. Meningkatnyakapasitas 

Lembaga Penyelenggara 

Pemilu/ Pemilihan 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas 

Kinerja di KPU tahun 2019 yang mendapatkan 

penilaian Kemenpan RB tahun 2019 

 Laporan Kinerja Tahun 2019 

 

  Opini BPK Atas Laporan Keuangan Hasil opini BPK atas LK KPU Tahun 2019  Opini BPK 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN SUMBER DATA 

 

  Indeks reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di KPU tahun 2019 yang 

mendapatkan penilaian Kemenpan RB tahun 

2019 

 Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pemilu 

 Hasil riset pemilu 

 Laporan Indeks Reformasi 

Birokrasi 

  Nilai Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Keterbukaan Publikasi Informasi 

Atas Proses, Tahapan Hingga 

Laporan Hasil Tahapan Penyelenggaraan 

Pilkada 2018 Dan Pemilu 2019 

Laporan Hasil Tahapan 

Penyelenggaraan Pilkada 2018 

dan Pemilu 2019 meliputi : 

 Tahapan Perencanaan dan 

Anggaran 

 Pendaftaran dan verifikasi 

peserta pemilu; 

 Pembentukan 

Penyelenggaraan Badan Ad-

HOC;  

 Pemutakhiran Data Pemilih 

dan Penyusunan Daftar 

Pemilih 

 Penataan dan Penetapan 

Daerah Pemilihan (DAPIL); 

 Pencalonan Anggota DPD RI 

dan DPRD Kabupaten 

Lombok Timur; 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN SUMBER DATA 

 Logistik; 

 Kampanye; 

 Laporan Dan Audit Dana 

Kampanye; 

 Sosialisasi. 

 dll 

 

Selong, 22 Januari 2020 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 

 

DR. M. JUNAIDI 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

 

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

Tahun Anggaran : 2020 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN SUMBER DATA 

1.  Terwujudnya Data Pemilih 

yang komprehensif, akurat, 

dan terkini 

Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, 

atau KPU Kabupaten/Kota yang 

memutakhirkan data pemilih setiap 6 
bulan 

Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur 

memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu 

 Data Pemilih  

 Tahapan Pemutakhiran Data 

Pemilih yang Tepat Waktu 

2. Meningkatnya Kapasitas 

sumber daya manusia yang 

Berkompeten 

Persentase Kesesuaian Kompetensi 

Pegawai terhadap Standar Kompetensi 

Pegawai PNS Setjen KPU Lombok Timur (17 

Orang) 

yang memenuhi kompetensi berdasarkan 

kelulusan dalam :  

-seleksi jabatan 

-diklat 

-S2 tata kelola Pemilu 

-Alih status 

 Dokumen Kepegawaian 

 Undangan Diklat Teknis 

 RUH PNS 

3. Meningkatnya Akuntabilitas 
Keuangan dan Kinerja KPU 

a.  Opini BPK Atas Laporan Keuangan 
KPU 

Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas 
Kinerja di KPU tahun 2019 yang mendapatkan 

penilaian Kemenpan RB tahun 2019 

Laporan Kinerja Tahun 2019 

  b.  Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas 
Kinerja KPU 

Hasil opini BPK atas LK KPU Tahun 2019 Opini BPK 

  c.   Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi KPU 

Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di KPU tahun 2019 yang 

mendapatkan penilaian Kemenpan RB tahun 

 Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pemilu 

 Hasil riset pemilu 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN SUMBER DATA 

2019 

 

 Laporan Indeks Reformasi 

Birokrasi 

4. Terwujudnya Dukungan 
Logistik dalam 

Penyelenggaraan 

Pemilu/Pemilihan 

Persentase Satker yang mendistribusik 
an logistik Pemilu/Pemilih an secara 

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat 

jenis, tepat mutu, dan tepat waktu 

Jumlah PPK, PPS yang telah menerima logistik 

yang lengkap dan baik. 

 Berita Acara Serah Terima 

Logistik 

5. Terwujudnya Koordinasi antar 
lembaga serta penelitian dan 

pengembangan terhadap 
organisasi dan kebutuhan 

Pemilu/Pemilihan  

Persentase Fasilitasi Kerjasama dengan 
instansi terkait dalam 

rangkaPenguatan Kelembagaan 
Demokrasi 

Bentuk Kerjasama dan kegiatan  dengan 

instansi terkait dalam mendukung kebutuhan 

pemilu/pemilihan: Dinas Dukcapil, Pers/Media, 

Kepolisian, Bakesbangpol, dll 

 RDP 

 MOU 

 dll 

6. Tersusunnya Rancangan 

Peraturan dan Keputusan 

KPU serta Pendokumentasian 
Informasi Hukum sesuai 

Peraturan Perundang- 
undangan 

Persentase Rancangan PKPU yang 

disusun dan diharmonisasi dengan 

tepat waktu sesuai dengan Kerangka 
Regulasi KPU 

 Total Produk Hukum KPU Kabupaten  Peraturan/ Keputusan KPU 

Kabupaten 

 Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) KPU 

Kabupaten 

 Produk Hukum KPU 

7. Terwujudnya 

Tahapan 
Pemilu/Pemilihan 

Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP 

Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 
yang menyelenggarakan Pemilu/ 

Pemilihan sesuai dengan jadwal 

Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur 

yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai 

dengan jadwal Dan tahapan 

 Tahapan Pemilu 

 Sub Tahapan Pemilu 
 Peraturan Pemilu 

 Keputusan KPU 

 

Selong, 22 Januari 2020 
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR  

 
 

LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI 


